
BUPATI KONAWB SELATAN, 
a. bahwa pelaksanaan mengenai Alokasi Dana nesa 

(ADD), Formula Perhirungan dan Penetapan, serta 
Pcngclolaan Alokasi Dana Deso (ADD), telab diatur 
dalam Perarumn Bupati Konawe Selatan Nomor 05 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aloka•i 
Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawc Selatan Tahun 
Anggaran 2018; 

b. bahwa dalam rangka pcnyempumaan Alokasi Dana 
Dess (ADD), Formula Perhlrungan dan Penetapan, 
serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pcrlu 
dila.kukan pe.rubahan atas Pcraturan Bupati Konawe 
Sclacan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pcdoman 
Pengclolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa berda.sarkan pcrtimbangan scbaga.imana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pcrubahan 
atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 
Tahun 2018 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Alokasi 
Dana Dcsa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 
Anggaran 2018. 

I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 temang 
Pcmbentukan Kabupaten Konawe Sclatan di Provins! 
SUiawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 24 Tabun 2003, Tambahao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267}; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Pcrimoongan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pcmerintaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

D&llOAII RAHIIAT TUHAIII YANG IIARA BSA 

llenlmb&nc 

TElfTAlfO 
PBRU8AHA1' ATAS PBRATURAlf BUPATI KOIIAWE SELATAII 

lfOIIOR 05 TAHUN 2018 TDTAIIO PBDOIIAN PEKOBLOLAAN 
ALOKASI DANA DESA IADD) DI KABUPATEN KONAWB 8ELATAJII 

TAHUK AIIGOARAll 2018 

PBRATURAl'I BUPATI KOKAWB SELATA!f 
NOIIOR 4-" TAHVII 2018 

BUPATI KOlfAWB SELATAN 
PROVIIISI SULAWESI TEifOOARA 

' 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
P.embentukan Peraruran PcrUndang·Undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara RepubHk 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indinesia Nomor 5495): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinuthan Daemh (Lemba,:an Ncgaxa Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lemboran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) 
seoagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmcrintah Pcogganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang·Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerlnta.han Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambe.hen Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagiao Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
lndone&ia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraruran Pcmerinr.ah Nomar 43 Tahun 2014 rentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
TaJ1un 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor l23, Tambe.han Lembo.ran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539) sebaga.imana 
telah diubah dengan Peraturan Pe.mcrintah Nomor 47 
Talwn 2015 [Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Deso (Bcrita 
Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2093) 
sebagalrnana telah diubah dengan Peraruran Mcnterl 
Dalam Negeri Nomor 20 T1lhun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018; 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pcdoman Pembangunan Desa, (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

JO. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indcnesla Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan oese (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 



PERATURAN BOPATI KOl'fAWE SBJATAII TEl'fTAIIG 
P&RUBAHAII ATAS PERATURAl'f BUPATI KONAWE 
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DI KABUPAT&l'f KONAWE SELATAII' TA.HOW 
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MEIIUTUSKAlf : 

12,Peraturan Menteri Dalam Ncgeri NomorOI Tahun 2017 
tentang Penataan Desa (Serita Negara Republtk 
Indonesia Tahua 2017 Nomor 155); 

13. Peraturan Daerah Kabupalen Kone.we Selatan Nomor 
10 Tahun 2007 centang Urusan Pemerintah yang 
Mcnjadi Kewenangan Pemcrintah Kabupaten Konawe 
Sclatan (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Konawe Selatan 
Tahun 2007 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawc Selatan Nomor l 
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Kone.we Sela.tan Tahun 2016 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Konawe 
Selatan Tahun 2016 Nomor 2) scbsgaimana ielab 
diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe 
Selatan Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I 
Tahun 2016 tentang Desa (Lcmbaran Daerah 
Kabupalcn Konawe Selatan Tahun'2017 Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Rcncana Pembangunan Jangka 
Mcnengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Dacrab Kabupatcn Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 
6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 
Tahun 2018 1.entang Anggaran Pendepatan dan 
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten 
Konawe Selatan Tabun Anggaran 2018 (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Konawc Selatan Tahun 2018 
Nomor3); 

17. Peraturan Bupati Kon awe Sela tan Nomor 05 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Dcsa 
(ADD) di Kabupatcn Konawe Selatan Tahun Anggaran 
2018 (Serita Daerab Kabupaten Konawe Selatan 
Tahun 2018 Nomor 05) 

18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tuhun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan 
Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupa,en Konawe 
Selatan Tahun 2018 Nomor 41). 
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Paeal 1 
Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adala.h Kabupatcn Kona\ve Selatan; 
2. Pemerintah Daerab adalah Pcroerintah Kabupaten 

Konawe SeJatan; 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan; 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 

Perangkat Oaernh Kabupatcn Konawe Selatan; 
5. Camat adalab camat yang berada di Kabupaten 

Konawe Selatan; 
6. Desa adalah desa clan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Oesa, adalah 
kesatuan masyarakal hukum yang memiliki betas 
wilayah yang bcrwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kcpcntingan 
masyarakal setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakal, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisionaJ 
yang diakui dan dillonnad dala.m sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintahan Desa adalah pcnyelcnggaraan urusan 
pcmerintahan dan kcpentingan masyarakat 
setempet dalam sisrem pemcrintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibanlU perangkat Desa 
sebagal unsur pcnyelenggara Pcmerintahan Desa; 

9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa dan mewakili 
Pemerintah Desa dalatn kcpcmilika.n kekayaan desa 
yang dipisahkan; 

10. Pcrangkat Dcsa adalah pembantu kepala desa yang 
terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahon 
da.n PeJaksann Teknis; 

11. Badan Pcrmusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari pcnduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokraus: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan 
angka 37, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut : 

Puall 
Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Konawe 
Selamn Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan AJokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten 
Konawe Sclatan Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05), diubah 
sebagsi berikuc : 



12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengnn nama 
lain adalah mueyawarah antara Badan 
Permusyawara.tan Desa, Pernerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang dlselenggarakan oleh Badan 
Perrnusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersipat strntegis; 

13. Keuangan Desa adalah scmua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dcngan uang serta segala 
sesualu berupa uang dan bamng yang berhubungan 
dcngan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausabaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa; 

15. Renca.na Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjurnya disingkat RPJMDcsa, adalab Rencana 
Kcgiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
[enam] tahun; 

16. Rencana Kerja Pemeriruah Deaa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari RP,lMDesa untuk 
jangka waktu I (saru) tahun; 

17. Anggaran Pendapatan dan Belnnjo Dacrnh, yang 
selanjutnya disingkat I\PBD, adalnh rencana 
keuengan tahunan pemcrinlahan daemh yang 
dibahas dun disetujui bersama olch Pemerintah 
Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dcngan Peramran Daerah; 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan 
t.ahunan Pemerintahan Desa; 

19. Alokasi Dana Dess selanjutnya disingkat ADD, 
adaJah dana pcrimbangan yang diterirna 
kabupatenj'kota dalam Anggaran Pendapatao clan 
BclanJa Daerah kabupateo/kola sctclah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus; 

20. Penghasilan tetap selanjutnya disebut Siltap adalab 
penerimaan penghasilan Kepala Desa dan pcrangkat 
Desa yang diberikan kepada kepata Desa dan 
penmgkat Desa yang bersumber dari ADD; 

21. Bendabara dcsa adalah kepala urusan keuangan 
yang membidangi urusan administrasi keuangan 
untuk menatausahakan keuangan desa; 

22. Pengcluaran Desa odalah Uang yang dikeluarkan 
dari APBDesa melalui rekening kas desa; 

23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempal 
menyimpan uang Pemcrintahan oesa yang 
menampung seluruh penerimaan Dess dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa pada Bank yang ditctapkan; 



24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari 
seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa 
melolui rekening kas desa: 

25. Alokasi Dasar adalah jumlah total pagu ADD 
Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh 
desa; 

26. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, jumlah 
penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat 
kcsulitan gcografis setiap desa; 

27. Pembcrdayaan dan Kesejahteraan Kcluarga, 
selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional 
dalam pembangunan masye.rakat yang tumbuh dari 
bawah yang pengelolaannya clari, oleh dan untuk 
masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang 
beriman dan bcrtqwa kepada Tuhan Yang Maha Elsa, 
beta.khlak mulya clan berbudi luhur, sebar sejahtera, 
meju dan mandiri, keseta.raan dan keadila.n gender 
serta kesadaran hulrum dan linglrungan; 

28. Lembaga Pcmbcrdayaan M""yarakat, aelanjulnya 
dislngkat LPM adalah lerobaga, organisasi atau 
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 
sebagai mitre. pemerintah Desa d.alaro menarnpung 
dan mewujudkan aspirasi dan kcbutuhan 
maayarakat di bidong pembangunan; 

29. Ke.rang Taruna adalah organisasi pengembangan 
generasi rnuda, yang tumbuh aras dasar kesadaran 
dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleb dan unruk 
masyarakat; 

30. Rukun Tetangga, sclanjutnya disingkat RT adalah 
organisasi masyarakat yang diakui dan dibina olch 
pemcrintah untuk memeliharn dan mclestarikan 
nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bcrdasarkan 
kekeluargaan serta unluk membantu mcningkatkan 
kelancaren ragas pernerintahan, pembangunan, dan 
kernasyarakatan Desa; 

31. Pemangku Adat adalah suatu profesi adat yang 
dianugrabkan kepada seseorang yang dinilai 
memiliki dan memenuhi suaru persyaratan tertentu; 

32. Pertahanan Sipil, selanjutnya disingkat HANSIP 
adalah suatu organisasi sipil yang berfungsi 
memberikan pertahanan dan pcrlindungan 
masye.rakat 

33. Peraturan Desa adalah pcraturan pcrUndang­ 
Undangan yang ditctapkan oleh Kepala Oesa setelah 
dibahas dan discpakati bersama Sadan 
permusyawaratan Desa; 

34. Jurolah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negcri; 



Paaal UA 
(I) Banruan Keuangan dikelola sec:ara transperan, 

akuntabel, partisipatif, dan terkendali. 
(2) Bantuan Keuangan dikelola oleh panitia 

pembangunan. 
(3) Panitia pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 

(2) wajib membuka rekening kegiatan melalui Bank 
Pemcrintah dan/atau Bank Daerah yang ditetapkan 
oleh Bupati, 

(4) Panitia pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 
(21 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, 

4. Dianr.aro Pasal 11 dan Pasal l2 disisipkan l (satu) 
Pasal, yakni Pasal llA sehingga berbuayi sebagai 
berikut: 

Pual9A 
Besaran Bantuan Keuangan ditetnpkan oleh Bupati 
sebagaimana tercanrum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraruran 
Bupati ini 

3. Diantara Pa.sal 9 dun Passi 10 disisipkan l (saru) Pasal, 
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pual2A 
(1) Bantuan Kcuaagan bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
Kabupaten Konawe Sela tan Tahun Anggaran 20 J 8. 

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat p) 
dialokasikan dalam rangka pelestarian sarans 
prasarana budaya sesuai dengan kemampuan 
kcuangan Daerah. 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disislpkan l (saru) Pasal, 
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berilrut : 

35. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat 
hukum adat yang sccara historis mempunyai batas 
wilayah dan identhas budaya yang terbentuk atas 
dasar teritorial yang berwenang mengatur dan 
mengurus kepcntingan masyarakat Deso 
berdasarkan hnk asal usul; 

36. Panitia Pembangunan adalah Panitia. pcmbangunan 
sarana prasarana Peribadatan Desa Adat; 

37. Bantuan Keuangan adalah Banwan Kcuangan Dcsa 
Adat dalam rangka meadukung fo.silitas sarana 
prasarana Peribadatan Desa Adat. 



7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan l [satu) 
P1111al, yakni Pasal I SA schingga_ berbunyi sebagai 
berikut : 

Pua! 16A 
( I) Baniuan Keuangan disalurkan dengan cars 

pemlndahbukuan dari Rekening Kas Umum Dacrah 
(RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). 

(2) Pemindahbukuan sebagalmana dimaksud ayat (1), 
dilakukan oleh Bupatl melalui Kantor Badan 
Pengclola Keuangan Dan Asel Daerah. 

(3) Kantor Badon Pengelota Keuangan Dan Aset Daerah 
sebagaimana dimaksud eyot (2), dapat melalrukan 
pcmindahbukuan setclah menerima Ookumen 
sabagai berikut : 
a. Peraturan Dcsn teruang Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Oesa Perubahan (APBOcsa Perubahan) 
tahun berkenan ; 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB): 
c. Gambar (Desaln) yang telah dia.sistensi oleh 

Organisasi Perangka< Daerah teknis terkait; 
d. Foto Copy Rekening Kas Desa; 
e. Foto Copy Rekening Panitia Pembangunan: 
r. Foto Copy NPWP Desa/ Bcndahara Desa; 
g. Foto Copy SK Kepala Desa tentang Pembentukan 

Panitia Pernbangunan; dan 
h. Ookumen kelengkapan lainnya. 

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu] 
Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pua! 12A 
(I) Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan 

sarana prasarana Peribadatan Dess Adat. 
(2) Sarana prasarana Pcribadatnn Deso Adal 

sebagaimana dimaksud ayat (I) adalah tempal 
Pengabenan Massal dan Penataan Tri Kahyangan 
Tiga "PURA DALEM'. 

(3) Sarana prasarana Peribadatan Desa Adat 
sebagaimana dimaksud ayat (2) lercantum dalam 
dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa yang 
ditetapkan dcngan Peraturan Dcsa. 

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan l (satu) 
Pasal, yakni Pasal l2A sehingga bcrbunyi sebagai 
berikut: 



Oiundangkan di Andoolo 
pade tanggaJ, ~ ~~018 

.a-g1Q't£TAIUS 1:>I\JtRAH 

=~~11/1$,0llAWB S&LATA11, 

;j~~AllG .,,. 
BERJTA OAERAH KABUPATEN KON.AWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ...... 

ff, s11fR:t111tJ1>Dllf DA?JGGA 

2018 

WEBELATAN, 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraruran Bupatl ini dengan 

dalam Bcrita Daerah Kabupaten Konawe 

Agar setiap 
pen.gundangan 
pencmpatannya 
Selatan. 

Paul.D 
Pcraturan Bupati ini mutal bcrlalru scjak tanggaJ 
diundangkan. 

Paaal 20A 
(11 Panitia pcmbangunan wajib mcnyampaikan Laporan 

Pertanggung Jawaban Bantuan Kcuangan kepada 
Kepala Desa dan oelanjutnya disampo.ikan kcpada 
Bupati melalui Kantor Sadan Pengelola Keuangan 
Dun Asel Oaerah. 

(2) Laporan Pertanggung Jnwaban pcngelolaan Bantuan 
Keuangan scbagaimana d.imaksud ayal l (Sa.LU), 
disampailmn paling lambat minggu keempat bulan 
januari tahun anggaran berikutnya. 

8. Oiantara Pasal 20 dan Pasal 2 I disisipkan I [satu] 
Pasal, yal<ni Pasal 20.A sehingga bcrbunyi sebagai 
berikut: 

Pua! 18A 
( LI Pencniran Bantuan Keuangan dilakukan olch Kcpala 

Oesa dan bcndaha.ra desa dengan care. 
pcmindahbukuan dari Rekening K.a$ Desa (RKO) ke 
Rekening Panitla pcmbangunan. 

(2) Peocniran Bantuan Keuangan olch Panitia 
pembangunan dilakukon dengan cam tunoi 
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